
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
NOMOR 22 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin landasan hukum demi keadilan, 
kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam 
penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten 

Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 
26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pendidikan di Kabupaten Bandung; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi 
pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten 

Bandung, perlu dilakukan peningkatan dalam sistem 
penyelenggaraan pendidikan yang dapat mendukung 

peran serta dan kemampuan daerah; 

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten 
Bandung perlu ditinjau kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di 
Kabupaten Bandung. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung  Tahun 2007 Nomor 17); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2012 Nomor 23); 

7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2009 Nomor 26); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan 
Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 12). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

dan 
BUPATI BANDUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG 
PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN 

BANDUNG 
 

PASAL  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 26 Tahun 2009), diubah sebagai berikut:  

 
1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 dihapus, diantara 

angka 17 dan 18 disispkan satu angka yaitu angka 17a, 
di antara 24 dan 25 disisipkan satu angka yaitu angka 
24a, angka 68, 79, 80, 84 diubah, diantara angka 68 dan 

69 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 68a, 68b, 68c, 
68d, 68e dan 68f, dan ditambah 4 angka yaitu angka 88, 

89, 90, dan 91, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.  
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah.  
3. Bupati adalah Bupati Bandung.  

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Bandung.  

5. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut 

Departemen Agama adalah Kantor Departemen 
Agama kabupaten Bandung.  

6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta 

didik untuk mengembangkan potensi diri dalam 
suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan.  
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 
kemampuan yang dikembangkan.  

8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan 
pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan 
pendidikan.  

 
 



4 
 

9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
pada jalur formal, nonformal, dan informal pada 
setiap jenjang dan jenis pendidikan.  

10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk 
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 
(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  

12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan 
lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah 
Menengag Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah 
Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang 

sederajat.  
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di 

luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 
secara terstruktur dan berjenjang.  

15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan 

keluarga dan lingkungan.  
16. dihapus.  
17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam 
mengikuti proses pembelajaran karena kelainan 

fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, 
dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa.  

17a.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraaan 
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 
istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan 
secara bersama-sama dengan peserta didik pada 
umumnya. 

18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi 
peserta didik di daerah yang mengalami bencana 

alam, bencana sosial,dan tidak mampu dari segi 
ekonomi.  

19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang 

peserta didiknya terpisah dari pendidik dan 
pembelajarannya menggunakan berbagai sumber 

belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan 
media lain.  
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20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat 
menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran 
agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.  

21. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan 
pendidikan dasar dan menengah yang 

menyelenggarakan pendidikan dengan acuan 
kurikulum yang menunjang upaya pengembangan 
potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat 

Kabupaten Bandung.  
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan 

agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, 

oleh, dan untuk masyarakat.  
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, 
program pengasuhan anak, dan program pendidikan 

anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) 
tahun.  

24. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KOBER 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 
usia dini pada jalur pendidikan non formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan dan program 
kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun 

sampai dengan 4 (empat) tahun.  
25. POS PAUD adalah layanan PAUD sejenis yang 

dilaksanakan oleh para kader POSYANDU 

26. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini 
pada jalur pendidikan formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 
usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.  

27. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan 
Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan agama Islam 

bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 
(enam) tahun.  

28. Taman Kanak-Kanak Al Qur’an yang selanjutnya 

disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
nonformal yang menyelenggarakan program 

pendidikan Al Qur’an bagi anak usia 4 (empat) 
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.  

29. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar.  
30. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan 

dasar di dalam binaan Departemen Agama.  


